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BAB 1] GAMBARAN PENGELOLAAY
KEVANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

A. PengelolaaKeuangaBaerah

Keuanganagrah Provinsi Kalimantan Hikeiola sesuai dengan ketentuan dalam
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Ulhahwao. 12004 tentang
Perbendaharaan Negara, Peraturan PemerintahT&lmun52005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negerilad?grieor13 Tahun 2006 jo.
Permendagri No. 38hun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ser
peraturan perundangiangan lain yang terkait.

Secara spesifik pengelolaan keuangan daeratKBlioviméan Timdiatur dalam
Peraturan Daerah Md. Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaa
KeuangarDaerah yang diatur dalam peraturan daerah ini KelelipséiarPengelolaan
KeuanganDaerah, Asas Umum danStruktur APBDPenyusunanRancangan APBD
Pelaksanaan APBBgrubahan APBBengelolaaias, PenatausahadfeuangarbDaerah,
AkuntansiKeuanganDaerah, Pertanggungjawab#&elaksanaan APBBerugianDaerah,
Pengelolaakkeuangan BUMBembinaan dadfengawasaRengelolaaeuangarbaerah
sertaSistemnformadfeuangaaerah.

Pedoman penatausahaan pelaksanaan APBD setiap tahun diatur tersendiri de
PeraturanGubernur yang biasanya ditetapkan pada akhir Desember sebagai pedom
pelaksanaan APBD yang dimulai awal Januari tahun berikutnya.

Asasumum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerir
daerah Provinsalimantan Timagtalah bahwdkeuangan daerah dikelola secara tertib, taat
pada peraturan perundamgangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggun
Jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyai
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan
APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”

APBD merupakan insémimyang menjamin terciptanya disiplin dalam proses
pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.
APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka landasan admin
dalam pengelolaan anggaran hdagaag mengatur antara lain prosedur dan teknis
penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat azas.
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Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam r@enyaisggaran daerah, adalah
diuraikan seperti berikut.

1.  Pendapatan yang direncanakan merygakanaan yang terukur secara rasional yang
dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang diangge
merupakan battertinggi pengeluaran belanja

2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah d
jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedic
tidak mencukupi anggarannya daldoiRPePibahan APBD

3.  Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangk
harus dimasukkan dalam APBBitd#kukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasgmokepijakan (
perencanaarplénning dengan penganggardodget antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

Penysunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekor
makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat s
kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan ang
secara baik.

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai del
asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilak
pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta
kealaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya dan harus digunakan
pembiayaan anggaran tahun berjalan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjaw
sepeti berikut.

1. Laporan Realisasi AnggdrBa\);

2. Neraca

3. Laporan Arus KBAK)dan

4 Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akunt
Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penerimaabaerah

Penerimaan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari sumner yserglap
merupakan penerimd@ovinsi melipubendapatan asli daerah, dana perimbangan dan
penernaan pembiayaan dan penerilaia$ain yangah

Total pendapatan atau penerimaan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun Z
secara keseluruhan berjumlah@8priliun pg terdiri dari; PAD sebesdr, Rbptrilin, Dana
Perimbangan sebesar R triliun, dareferimaan Pembiayaan sebesa, pitiun.

Secara komulatif selama tahun-Z0¥ tall pendapatan daerah sebes@4R@ triliun,
dengan komposisi 53 % bersumber dari Dana Perimbangan, 27 % Penerimaaan Pembi
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dan 20 % dari PAD. Dengan demikian berarti bahwa keuangan daeraFirfatimasth
bertumpu pada Dana Perimbaefagaimana disajikan peloel dagrafikberikut.

TabeHan Grafi&Q
Totaldan KomposRBéndapatan Daerah
Provinsi Kalimantan Tikahun 20032007

| TOTAL |
UELIEL: ‘ PAD ‘ DANA ‘ PENERIMAAN ‘ UL ‘
PERIMBANGAN  PEMBIAYAAN

2003 | 604.418.877.2(  1.760.991.332.9!  696.080.639.6:  3.070.490.849.7(
2004 | 705.631.206.6:  1.827.165.086.7(  577.495.031.1¢  3.110.291.324.5.
2005 | 897.515.817.51  2.792.313.824.0!  422.784.855.57  4.112.614.497.2
2006 | 1.196.995.515.4(  3.650.425.506.3( 1.999.681.766.3  6.847.102.788.0!
2007 | 1.513.575.112.0(  3.117.098.360.0(  3.054.505.003.9¢  7.685.178.475.9¢
JUMLAH | 4.918.136.528.8  13.156.994.110.0  6.750.547.296.7( 24.825.677.935.5

Sumber Data ; Bffeuangan Setda Prov. Kaltim

TabeHan Grafi&1.
Struktur ddRealisasi Penerimaan Daerah Prov. Kalth®(@0alam ribugn

Jenis Penerimaan ‘ 2002 ‘ 2003 ‘ 2004 ‘ 2005 ‘ 2006 ‘ 2007 ‘

PAD 46413630 GOA41BST  TOSGI20  SSTSISST 119699551 151287511
| - Pajak Daerah | 282.074.45I|. 388.364.81:] | 520.787.401] 694.849.781|. 787.649.94] 1.056.395.62
-Retribusi Daerah | 66.353.44¢ 72.622.39: 99.531.15¢ 10547911  108.608.50(  66.467.091
-Penerimaan Hasil Perusahaan ‘ 18.500.00(‘ 19.024.44:‘ 54.682.595‘ 31.693.817  30.325.56 60.123.73*
Milik Daerah & Hasil Pengelolaan ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Kekayaan Daerah yang dipisahkan ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
-Lainlain Pendapatan ‘ 97 .208.49£| 124.407.22! 30.630.04(‘ 65.493.11 1‘ 270.411.50; 291 .200.55{
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Bagi Hasil Pajak ‘ 146.149.32“ 220.792.701‘ 242.336.03; 358.053.47“ 384.818.001‘ 588.794.31*
Bagi Hasil Bukan Pajak ‘ 1.104.384.96‘ 1.279.982.49‘ 1.31 8.054.05‘ 2.168.686.35“ 3.008.499.50.‘ 2.271914.884‘
‘ 257.110. 001‘ 267.584. aaa‘ 266.775. 004‘ 265.592. 001‘ 257.108. ooc‘ 257.108. 204

Sumber Data; Biro Keuangan Setda Prov. Kalt/m

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimanyamd ineusumber dari
pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan hasil peelsat@a&orun waktu
Tahun 2002 2007 mengalapéningkatan yang menggembirakan yaitu pada Tahu
2002 sebes&p464.14nlyameningkat menj&p1.51triliyun atau meningkab %
(ratarata 27 % per tahGeperti disajikan paatsetberikut.

Tabeb2
Kontribusi PajBleeralTerhadap PAD
Provindkalimantan Tinlahun 200220
PajalDaerah PAD Kenaikan PA? Kontribusi Paja

[\ [} Tahun

(MiliaRp)  (MiliaRp) (%) TerhadaPAD (%)
1 | 2002 282,074 464,137 - 60,77
2 | 2003 388,365 604,419 30,22 64,25
3 | 2004 520,787 705,631 16,75 73,80
4 | 2005 694,850 897,516 27,19 77,42
6 | 2006 787,650 | 1.196,996 33,37 65,80
7 | 2007 [ 1.056,397 | 1.513,575 26,45 69,79

SumbemBiro Keuangan Setda Prov. Kaltim
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Tabeb3
Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD
Provinsi Kalimantan Tihahun 20022007

. . Kontribusi Retribu
No Tahun Re:lr;lllli:::l:;aerah M'IT'A:ID? Kenalol/(an ey DaeralTerhadap
pP) (MiliaiRp) (%) PAD (%)
1 2002 66,353 464,137 - 14,30
2 2003 72,622 604,419 30,22 12,02
3 2004 99,531 705,631 16,75 14,11
4 2005 105,479 897,516 27,19 11,75
6 2006 108,609 1.196,996 33,37 9,07
7 2007 66,467 1.513,757 26,45 4,39

SumbemBiro Keuangan Setda Prov. Kaltim
2. Dana Perimbangan

Proporsi dana perimbangan terhadapPh&Bhdi Kalimantan Timur sangat
besarbahkan dapat dikatakan masih sangat ddaiaatalartabel)Hal ini karena
Provinsi Kalimantan Timur berada kelompok Kawasan Timur dimana pembangt
betumpu padeidanginfrastruktuProporsi dana perimbangan dari tab2is@&0pai
dengan tahun 2ZUferkisar dintara angkéb,86%

Tabeb4.

Jumlah Dana Perim$pan dan Proporsinya terHadalisasi Penerimaan
APB[Provindkalimantan Timur Tahun 2004

. Proporsi dana Perimban(
No Tahun Dana_l;’erlm;angz ﬁ_PBDR r3I'erhadaRealisasi
U ) ULGULOT [z PenerimaahPBD (%)
1 2002 1,508 1,972 90,19
2 2003 1,770 2,374 74,56
3 2004 1,827 2,533 72,13
4 2005 2,792 3,680 75,66
6 2006 3,650 4,847 75,30
7 2007 3,117 4,631 67,31

Sumbemiro Keuangan Setda Prov. Kaltim
3. Lainlain Pendapatan yang Sah

Jenis laHain Pendapatan Asli Daerah yang sah untuk menganggarkar
penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirirabyakmeatiapatan
yang mencaksppeti berikut.

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

jasagiro;

pendapatabunga;

penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain dari akibat dari penjua
dan/atau pengadaan barang dajastacleh daerah;

penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

pendapatan denda pajak;

pendapatan denda retribusi;

®aoo0uo

~Ta
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j- pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

k.  pendaptan dari pengembalian;
l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
m. pendapatan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

C. Belanjdaerah

Struktur belanja dalam APBD Prdalimsantan Tinterdiri daBelanjaAparatur

danBelanjaPelayanarPublik padatruktur anggaran 2602006 (Kepmendagri 29 tahun
2002), sedangkan pada tahun anggaran22@@/ struktur belanja berubah menjadi Belanja
Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Perm@&ndhgr 2006). Pada tahun 22026

proporsi belanja aparttbih sedikit dibandingkan dengan belanja pelayanan publik, sedangk
pada tahun 2007 dan 2008 proporsi belanja tidak langsung lebih besar daripada be
langsungseperti pada tabekikyt

Belanja tidak langsumgrupakan belanja yang diangdatérterkait secara

langsung dengan pelaksapaagram dan kegiateperti berikut.

a.

Belanja pegawdalam bentuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawa
penerimaan lainnya pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Ke
Daerah ddBiayaPemungutaRajakDaerah.

Belanja bunghigunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman Pemerintah Daer:
kepada pihak lainnya.

Subsidi, digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar hargaroaksi/jasa yang dihasilkan dapat
terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja hibahaitu pemberian hibah untuk penyelenggaraan program dan kegiatan ye
bersifatross cutting issue

Bantuan Sosijalaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatdairariiarduan
keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, pengadaan pangan dan bantuan partai pol

Belanja Bagi Hasikliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepac
Kabupaten/Kota.

Bantuan Keuangamg bersifat umum maupun khusadak€abupaten/Kota.

Belanja tak terdugmtuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau diharapkan tidak
terulang.

Belanja Langsungegrupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengar

program dan kegiatsperti berikut.

a.

b.

Belanja Pegawhg)anjgpegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium nor
PNS dan uang lembur

Belanja Barang dan Jaeéanjabarang dafasa, untuk pengeluaran bahan habis
pakai, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor,
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dan penggdaan, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan a
kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pak
khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi
bimbingan teknigjpéanan pindah tugas dan lain sebagainya.

c. Belanja Modahtuk pengeluaran pengadaan tanaiabltairat, alatat angkutan di
darat bermotor, adt angkutan darat tidak bermoteiadlabgkutan di air bermotor,
alatalat angkutan di aiakidbermotor, atdat bengkel, adat pengolahan pertanian
dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komplaiaer dan lain

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah, semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan &
pengeluaran yang alldarima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maup
pada tahun anggaran berikuteyabiRaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiaysiragai berikut.

SILPA tahun anggaran sebelumnya;

pencairan dana cadangan;

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

penerimaan pinjaman daerabh;

penerimaan kembali pemberian pinjaman;

penerimaan piutang daerah;

penerimaan kembali penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; dan
penerimaan kembali dana talangan.

S@mPoo0oToD

Pengeluaran pembiaysstragai berikut.

pembentukan dana cadangan;

penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
pembayaran pokok utang;

pemberian pinjaman daerah,;

pembayaran utang belanja;

pemberian dana talangan; dan

SILPA tahun berkenaan.

N

Pengelolaadana APBN di provinsi dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelola:
dana APBN. Dana APBN di provinsi berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembarn
Penyerahan DIPA dilaksanakan setiap awal tahun anggaran oleh pemerintah pusat, selar
pemerintah piosi akan melaksanakan kegiatan tersebut dan selanjutnya dilaporkan kep:
pemerintah pusat, setelah selesai dilaksanakapriRsipsiengelolaan dana dekonsentrasi
dan tugas pembantuan dilakukan sesuai ketentuan perundangan yang telah diteta
Pebporan dana dekonstrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh provinsi bersan
penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Gubernur tahun berjalan.
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Optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama yang bergerak d
transaksi keuangan estipBankKaltim dapat didayagunakan untuk meningkatkan kinerja
intermediasi,
BUMD tersebut dapat lebih progresif menyalurkan pembiayaannya kepada Usaha Mikrc
tersebut mam
menyerap dana masyarakat yang berlebihan dengan memberikan pelayanan yang oj
kepada para nasabah dan pada saat yang sama memperkuat permodalannya sehingga
menjadi lebih selddn lebih mampu meningkatkan pembiayaannya untuk pengembang:

perekonomian regioKalimantan Timuvlelalui fungsinya sebagai lembaga

Menengah (UMKMal ini dapat dilakukan secara optimal apabila lembaga

usaha masyarakat.

E. Analisi¥emampualkeuangaaerah

Kebijakalkeuangamlaerah Provinsi Kalimantan Timur pdauoge 2009 2013
diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan daerahbbaskiydrey dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD), maupun dana perimbangan serta penerimaan pembiayaan.

a. Penerimaan Pendapatan

Dilihat dari realisasi pendapatan daerah pada kurun @ak80@00

pendapatan asli daerah mencapai pertumbuhan yang cukup menggembirakan \
sebesar 30,0%, sedangkan dana perimbangan keuangan dari pemerintan pusc

tumbuh sebesar 13/®3ebagaimana padaltabekut.

Tabel65.
Realisasi Penerimaan APBD dari 2868wR00@

A 604.418.877.207,6  705.631.206.629,z 897.515.817.576,: 1.196.995.515.400,. 1.489.459.891.306,. 2.106.652.701.270,
2. Dana Perimbangan 1.769.991.332.920,. 1.827.165.086.744,1 2.792.313.824.056,1 3.650.425.506.307., 3.117.817.403.027, 3.038.724.473.917,
3. APBD 2.374.410.210.127,! 2.532.796.293.373,. 3.689.829.641.632,. 4.847.421.021.708,1 4.607.277.294.333,. 5.260.063.214.419,

Komposisi PAD 25,46 27,86 24,32 24,69 32,33 40,05
Komposisi Dana Perimbange 74,54 72,14 75,68 75,31 67,67 57,77

Sumber datdinas Pendapatan Prov. Kaltim

Sedangkan dari struktur pendapatan daerah pada kurun waktu tersebut dia
kontribusi PAD terhadap tpwidapatan daerah sebesar 29,40 %, sedangkan

perimbangan keuangan masih dominan yaitu sebesar 70,52 %.

Oleh karena jtpada kurun waktu RPJM 2003 ke depan, diarahkan

peran PAD terhadap total pendapatan daerah dapat lebih ditingkatkan deng

kontribussebesar 50,6% dengan tingkat pertumbuhan PAD sebésad#0
pertumbuhan penerimaan dari perimbangan keuangan pusafseBesgk3i
perhitungan pendapatan pada tahur 2008 dapat dilihat pada tabegkut
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Tabeb6.
Proyeksi Penerimaan APBD dari Tahw280069

NO. URAIAN JENIS PENERIMAA 2009 2010 2011 2012
1. PAD 2.317.317.971.397,° 2.664.915.667.106," 3.197.898.800.528,° 3.837.478.560.633,'
2 DanaPerimbangan 3.312.209.676.569,¢ 3.610.308.547.461,. 3.935.236.31@82,73 4.289.407.585.238, ¢
3 APBD 5.629.527.647.967," 6.275.224.214.567 ¢ 7.133.135.117.260,¢ 8.126.886.145.872,!
Komposisi PAD 41,16 42,47 44,83 47,22
Komposisi DaRerimbangan 58,84 57,53 55,17 52,78

Data diolatDinas Pendapatan Praitird

2013

4.796.848.200.792,"

4.675.454.267.910,
9.472.302.468.702,:

50,64

49,36

Berdasarkan data historis keuangan daerah tersebut, maka kebijakan keuan
Provinsi Kalimantan Timur selama perime 28689 2013 diarahkan pdukthal

berikut.

1. Mengintensifkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Dax

(PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatamyls@hyan

2.  Menggali dan mengembangkan potensi-sumber pendapatan asli daerah

yang barulanyang sah.

3. Mengpayakan peningkatan penerimanaan dari dana perimbangan, terutama vy:
bersumber dari dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam yang selama
dirasakan kurang adén membantu pemerintah pusat dalam melakukan

pemungutan dana bagi hasil pajak di daerah

4. Diupayakan PAD Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkat sebesar
sehingga

pertahun, dan dana perimbangan meningkatta ra2

%,

50

penerimanaan daerah yang bersumber dari PAD dan Dana Perimbangan menin

ratarata 30 % pertahun.

5.  Mengupayakan taganya Dana Alokasi Khusus sebagpenkasi dari
pengurangan Dana Alokasi Umum yang mulai tahun 2010 diperkirakan tic

tersedia lagi.

b. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan salah satu komponen dalam penerim:
daerah yang berasal ds@a lebih perhitungan dari tahun sebelumnya, baik itu sebaga
bentuk efisiensi ataupun kelebihan penerimaan dari target penerimaan yang diteta
tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan memberikan kontribusbgsag cukup
dalam anggaran Pemerintakirf3i Kalimantan Timur selama ini. Pada tahun 2007
nilainya hampir setara dengan miaipggimbangan yang mencapai. Rptriliun,
sehingga APBD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2007 menjadi sanggat fantastis
mencapai Rp....... triliun. Oleh kam@itupenerimaan yang bersumber dari penerimaan
pembiayaan dapat menjadi katub pengaman untuk mencukupi defisit anggaran s

tahun.
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c. Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan yang Ilaerkaiengan pengeluaran anggaran
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timuntikemis belanja tidak langsung maupun
belanja langsung selaman&®092013 diarahkan untuk hal berikut.

1.  Melakukan efesiensi anggaran terhaddpeienja/pengeluangang terkesan
boros, seperti belanja honor, perjalanan dinas, dan belanja barang dan jasa,
dianggarkan secara selektif.

2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran khususnya yang berke
dengan bantuan keuangan, bantuan social darhibalanpenurut ketentuan
perundanrgndangan yang berlaku.

3. Bantuarkeuangamntuk kabupaten/kota diberikan secara adil dan proporsional
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan priorit
pembangunan terutama ddertihggal dan perbatasarta daerah pemekaran
baru.

4. Belanja langsung diprioritaskan untuk membiayai belanja modal yang da
memberikamultiflier effectdalam pertumbuhan ekonomi khususnya yang
berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat secara umum sepe
pembangungalan dan jembatan, sarana kelistrikan, sarana air bersih, Pertaniar
serta pendidikan dan kesehatan.

5. Meningkatkan sinergi anggaran pembangunan melalui dana sharing antara Al
dan APBD Provinsi, dan antara APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.

6. Mengendngkan pola pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan yang lek
efektif dan efisjeseperti multiyears kontrak yang berbasis kinerja dengan tetay
memperhatikan ketentuan dalam peraturan peundangan yang berlaku.

7.  Meningkatkan wajib belajar 12 tahun Y%aan?2@aran pendidikan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku yang diprioritaskan pada jenjang pendid
dasar dan menengah.
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